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Abstrak

Perkawinan merupakan suatu yang sakral, yang tidak boleh digunakan
hanya sekedar untuk memenuhi hubungan biologis saja. Hal ini sesuai yang
diatur dalam Undang-undang Perkawinan (UUPerkawinan), bahwa:
“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Suatu perkawinan akan menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan yang
diperoleh baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Akibat
terhadap harta kekayaan ini mulai timbul persoalan manakala perkawinan
tersebut menyangkut perkawinan yang berbeda kewarganegaraannya, yaitu
antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara Asing (WNA),
yang di dalam UUPerkawinan disebut perkawinan campuran. Persoalannya
adalah bahwa pasangan perkawinan campuran tersebut tidak membuat
perjanjian perkawinan, yang terkait dengan kepemilikan harta kekayaan
bersama oleh pasangan WNI, yang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UUPA
bahwa seorang perempuan WNI yang kawin dengan WNA tidak dapat
membeli tanah, atau bangunan dengan hak milik ataupun HGB.
Berdasarkan hal tersebut maka perempuan WNI yang melakukan
perkawinan campuran mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana keberlakuan dan
implementasi perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XII1/2015. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji
keberlakuan dan implementasi perjanjian perkawinan pasca putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut. Metode pendekatan yang digunakan yaitu
metode yuridis normatif. Bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer
dan sekunder. Spesifikasi penelitian merupakan penelitian deskripsi-analitis.
Teknik penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling, alat
penelitian berupa studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisa
kualitatif, dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Perjanjian perkawinan dapat mulai berlaku sejak
dilangsungkannya perkawinan atau dapat pula ditentukan oleh para pihak
dalam perjanjian kawin. Implementasi perjanjian perkawinan setelah
Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu dibolehkannya membuat perjanjian
perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan atau sepanjang
perkawinan, maka terpisahnya harta dapat terjadi pada saat perjanjian
perkawinan itu dibuat atau pada saat perkawinan dilangsungkan (sesuai
kehendak suami isteri yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan).
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1. PENDAHULUAN dijelaskan bahwa WNA tidak dapat memiliki

Perkawinan merupakan suatu yang
sakral, yang tidak boleh digunakan hanya
sekedar untuk memenuhi hubungan biologis
saja. Hal ini sesuai yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (UU Perkawinan); “Perkawinan
ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan hal
tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan
perkawinan adalah untuk membentuk dan
membina suatu keluarga yang bahagia,
sejahtera dan kekal yang didasarkan kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan, bukan hanya merupakan
suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga
merupakan suatu perbuatan keagamaan,
karena sah atau tidaknya suatu perkawinan
tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum
agama dan kepercayaan masing-masing [4].

Seiring dengan kemajuan teknologi
informasi dan transportasi, maka antara
negara satu dengan lainya dengan mudah
dijangkau dapat melakukan suatu hubungan
antar negara, sehingga banyak warga negara
asing (WNA) yang dengan mudahnya masuk
ke Negara Indonesia, untuk melakukan
berbagai aktivitas. Tidak sedikit WNA yang
melakukan perkawinan di Indonesia dengan
warga negara Indonesia (WNI). Perkawinan
ini  dikenal dengan istilah perkawinan
campuran. Perkawinan campuran adalah
perkawinan antara dua orang yang di
Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,
karena perbedaan kewarganegaraan dan salah
satu pihak berkewarganegaraan Indonesia
(Pasal 57 UU Perkawinan).

Perkawinan campuran ini menarik untuk
dibahas yang terkait dengan kepemilikan harta
benda dalam perkawinan, khususnya terhadap
kepemilikan atas benda tidak bergerak oleh
WNA. Berdasarkan Undang-undang Pokok
Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dalam Pasal 21

hak milik atau hak guna bangunan atas benda
tidak bergerak. Hal ini menurut [6] adanya
kemungkinan  terjadinya  penyelundupan
hukum yang dilakukan oleh WNA untuk
memiliki properti dengan status hak milik
(HM) atau hak guna bangunan (HGB) dengan
cara meminjam nama perempuan WNI yang
kemudian dinikahi oleh pria WNA tersebut.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-X111/2015 berawal dari permohonan
judicial review yang dilakukan oleh Ike Farida
yang menikah secara sah dengan WNA di
Indonesia. Pengujian UU (judicial review)
tersebut berkenaan dengan Pasal 21 ayat (1),
ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA); Pasal 29 ayat
(1),ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU
Perkawinan yang dianggap bertentangan
dengan UUD 1945. Ike merasa dirugikan oleh
sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Persoalan muncul ketika Ike akan membeli
satu unit rusun, namun setelah dibayar lunas
pihak pengembang membatalkan secara
sepihak perjanjian pembelian rusun dengan
alasan status suami lke Farida seorang WNA
dan lke tidak memiliki perjanjian perkawinan
dengan pisah harta. Alasan pengembang untuk
tidak melakukan perjanjian pengikatan jual
beli (PPJB), atau akta jual beli (AJB) dengan
Ike karena berdasarkan Pasal 36 ayat (1)
UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan,
bahwa seorang perempuan (WNI) yang kawin
dengan WNA dilarang membeli tanah dan/
atau bangunan dengan Hak Guna Bangunan
(HBG); pengembang menyimpulkan
berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan
bahwa harta benda yang diperoleh sepanjang
perkawinan menjadi harta bersama. Jadi
apabila suami isteri membeli rusun (benda
tidak bergerak) dalam masa perkawinan, maka
harta benda tersebut menjadi harta gono gini
(harta bersama), itu artinya rusun yang dibeli
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pasangan suami isteri (perkawinan campuran)
secara otomatis juga menjadi milik suami
yang WNA. Padahal berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam UUPA maupun dalam UU
Perkawinan melarangnya.

Mahkamah Konstitusi akhirnya
mengabulkan secara bersyarat permohonan uji
materi yang diajukan oleh lke Farida tersebut.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan Pasal 29
ayat (1),(3),(4) UU No 1 Tahun 1974, terkait
dengan perjanjian perkawinan, yaitu bahwa
pembuatan  perjanjian perkawinan yang
sebelumnya hanya dapat dibuat sebelum atau
pada saat perkawinan saja, sekarang dengan
adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XI111/2015, perjanjian perkawinan
dapat dibuat oleh suami istri sepanjang
perkawinan mereka yang disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing pasangan.

Berdasarkan latar belakang dari uraian
tersebut di atas, maka penulis tertarik
mengkaji  Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XI11/2015 berkaitan dengan
perjanjian perkawinan. Rumusan masalah
dalam penelitian ini yaitu bagaimana
keberlakuan dan implementasi perjanjian
perkawinan pasca putusan  Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015.
Adapaun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
mengkaji  keberlakuan dan implementasi

perjanjian  perkawinan  pasca  putusan
Mahkamah  Konstitusi Nomor 69/PUU-
X111/2015.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
(Pasal 1 UU Perkawinan). Suatu perkawinan
adalah sah bilamana dilakukan menurut
ketentuan hukum agama dan kepercayaan
masing-masing (Pasal 2 ayat (1) UU
Perkawinan). Berdasarkan ketentuan Pasal 1
UU  Perkawinan, selain  merumuskan
pengertian perkawinan, juga merumuskan
tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga
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(rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan campuran adalah perkawinan
antara dua orang yang di Indonesia tunduk
pada hukum yang berlainan, karena perbedaan
kewarganegaraan dan salah satu pihak
berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57 UU
Perkawinan). Adapun syarat perkawinan
campuran, apabila perkawinan tersebut
dilangsungkan di Indonesia maka harus
dilakukan menurut hukum yang berlaku di
Indonesia (Pasal 59 ayat (2)) jo Pasal 2
(syarat-syarat perkawinan) dan Pasal 6
(persetujuan untuk melangsungkan
perkawinan) jo Pasal 60 (pembuktian syarat-
syarat untuk dapat dilangsungkannya
perkawinan campuran) UU Perkawinan.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian
yang dibuat oleh calon suami istri sebelum
atau pada saat perkawinan dilangsungkan atas
persetujuan kedua belah pihak, perjanjian
mana dilakukan secara tertulis, disahkan oleh
pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku
juga terhadap pihak ketiga sepanjang
diperjanjikan (Pasal 29 UU Perkawinan).

Menurut [1] perjanjian perkawinan
adalah sebuah bentuk dari perikatan, dan
persetujuan kedua belah pihak yang sifatnya
mengikat. Secara  umum perjanjian
perkawinan berisi tentang pengaturan harta
kekayaan calon suami istri dan pada
prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan
itu sama dengan perjanjian pada umunya,
yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon
suami istri pada waktu atau sebelum
perkawinan dilangsungkan, perjanjian yang
dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh
pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku
juga terhadap pihak ketiga sepanjang
diperjanjikan.

Perjanjian perkawinan selain diatur di
dalam UU No. | Tahun 1974 dan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, juga diatur
dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 Inpres
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam. Hal-hal yang diatur
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dalam ketentuan tersebut meliputi: (a.)
Perjanjian kawin dapat dilakukan pada waktu
atau sebelum perkawinan dilangsungkan; (b.)
Bentuk perjanjian kawin adalah dalam bentuk
ta’lik ta’lak dan perjanjian lain yang tidak
bertentangan dengan hukum islam. Biasanya
bentuk perjanjian lain adalah tertulis dan
disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
mengenai kedudukan harta dalam perkawinan;
(c.) Isi perjanjian  kawin,  meliputi:
percampuran harta pribadi dan pemisahan
harta perkawinan. Percampuran harta pribadi,
meliputi: semua harta, baik yang dibawa
masing-masing pihak dalam perkawinan, dan
yang diperolen  masing-masing selama
perkawinan; sedangkan pemisahan harta
perkawinan tidak boleh menghilangkan
kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga; (d.) Kewenangan masing-
masing pihak untuk melakukan pembebanan
atas hipotik atau Hak Tanggungan atas pribadi
dan harta bersama atau harta syarikat [5].

Pasal 29 UU Perkawinan, menentukan
bahwa: (a.) Pada waktu atau sebelum
perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan
perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai
pencatat perkawinan, setelah mana isinya
berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang
pihak ketiga tersangkut; (b.) Perjanjian
tersebut tidak dapat disahkan bilamana
melanggar batas-batas hukum, agama dan
kesusilaan; (c.) Perjanjian tersebut mulai
berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; (d.)
Selama perkawinan berlangsung perjanjian
tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari
kedua belah pihak ada persetujuan untuk
merubah dan perubahan tidak merugikan
pihak ketiga.

Ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan
menimbulkan konsekuensi hukum yaitu para
pihak yang telah mengikatkan diri pada
perjanjian tersebut tidak boleh melanggarnya.
Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran
(ingkar janji) dapat dilakukan gugatan, baik
gugatan cerai atau ganti rugi. Pasal 29 ayat (4)
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UU Perkawinan, secara tegas menjelaskan
bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat
diubah melainkan harus ada kesepakatan
kedua belah pihak, dan perubahan tidak
merugikan pihak ketiga.

. METODE

Penelitian ini menggunakan metode
pendekatan yuridis  normatif,  yaitu
menganalisa data dengan menggunakan
pendekatan melalui dalil atau kaidah yang
menjadi pedoman perilaku manusia [3].
Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan
tentang apa yang dikaji dan diteliti dengan
norma atau hukum melalui sumber hukum
positif.

Bahan penelitian yang digunakan terdiri
dari data primer dan data sekunder. Data
primer, di peroleh dari penelitian kepustakaan
dengan cara mengadakan penelitian terhadap
bahan hukum primer. Bahan hukum primer
berupa  Peraturan  Perundang-undangan,
hukum adat, yurisprudensi dan berbagai
sumber hukum lainya yang mempunyai
kekuatan mengikat. Data sekunder di peroleh
dari penelitian kepustakaan dengan cara
mengadakan penelitian terhadap bahan hukum
sekunder. Bahan hukum sekunder adalah
penjelas bahan hukum primer seperti buku-
buku ilmu hukum, jurnal hukum, prosiding,
artikel ilmiah (makalah seminar), artikel
hukum dari media cetak maupun elektronik.

Teknik sampling atau penetapan sampel
yang peneliti gunakan dalam penelitian ini
adalah menggunakan metode non random
sampling/purposivesampling  yaitu  tidak
semua unsur dalam populasi mempunyai
kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.
Non random sampling/purposive sampling
adalah penetapan sampel berdasarkan ciri-ciri
khusus yang mempunyai hubungan dengan
permasalahan yang diteliti [2]. Penelitian ini
mengambil sampel Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 tentang
Perjanjian Perkawinan.
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Spesifikasi dalam penelitian ini ialah
deskriptif analisis, yaitu dengan
mendeskripsikan secara sistematis, faktual,
akurat terhadap suatu obyek yang ditetapkan
untuk menemukan sifat-sifat, karateristik-
karateristik serta faktor-faktor tertentu, di
mulai dari faktor dan teori yang umum yang
dipublikasikan terhadap data yang diperoleh
untuk menjawab permasalahan, dan kemudian
dianalisis dalam bentuk laporan penelitian.
Analisis data menggunakan analisa kualitatif,
dan pengambilan kesimpulan menggunakan
metode induktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Keberlakuan Perjanjian Perkawinan

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XI111/2015

Hadirnya  Putusan = Mahkamah
Konstitusi Nomor  69/PUU-XI11/2015
setidaknya membawa angin segar bagi
pasangan suami isteri yang melakukan
perkawinan campuran, sementara pasangan
tersebut  pada saat  melangsungkan
perkawinan belum membuat perjanjian
perkawinan yang mengatur tentang harta
yang diperoleh selama dalam perkawinan.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
memberikan penafsiran terhadap Pasal 29
UU Perkawinan, yaitu bahwa pasangan
suami isteri dimungkinkan dapat mengatur
ulang terhadap harta bendanya sepanjang
perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor  69/PUU-XIII/2015  setidaknya
memberi kelonggaran kepada pasangan
suami isteri untuk bisa mengatur hartanya
dalam  suatu  perjanjian  perkawinan
sepanjang perkawinannya, sehingga terjadi
perubahan yang terkait dengan pembuatan
perjanjian perkawinan.

Perlu dipahami ketentuan yang
mengatur tentang harta dalam perkawinan,
yaitu harta benda dalam perkawinan yang
diatur dalam Pasal 35 Undang-undang
Perkawinan adalah pertama: harta benda
yang diperoleh selama perkawinan menjadi
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harta bersama, yang dimaksud harta benda
bersama yaitu semua harta kekayaan yang
diperoleh selama perkawinan. Kedua: harta
bawaan; harta bawaan dari masing-masing
suami isteri dan harta benda yang diperoleh
masing-masing yang berasal dari hadiah atau
warisan adalah di bawah pengawasan
masing-masing, sepanjang para pihak tidak
menentukan lain, maksudnya adalah bahwa
harta kekayaan yang dibawa oleh masing-
masing suami isteri serta harta benda yang
diperolen masing-masing yang berasal dari
hadiah/ warisan adalah di bawah penguasaan
masing-masing, sepanjang para pihak tidak
menentukan lain. Jadi jika perkawinan
tersebut tidak dibuat perjanjian perkawinan
yang mengatur tentang harta benda yang
diperoleh selama perkawinan, maka harta
benda yang diperoleh selama perkawinan
menjadi harta bersama (gono-gini). Namun
apabila pasangan suami isteri akan membuat
perjanjian  perkawinan yang mengatur
tentang hartanya, maka berdasarkan Pasal 29
uu Perkawinan ~ bahwa  perjanjian
perkawinan harus dibuat sebelum atau pada
saat perkawinan dilangsungkan, dengan
suatu perjanjian tertulis. Selama perkawinan
berlangsung, perjanjian perkawinan tersebut
tidak dapat dirubah, kecuali apabila dari
kedua belah pihak ada perjanjian untuk
mengubah, dan perubahan tidak merugikan
pihak ketiga.

Kemudian  setelah  keluarnya
putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan
Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
X111/2015, bahwa perjanjian perkawinan
selain dapat dibuat sebelum atau pada saat
perkawinan dilangsungkan, juga dapat
dibuat setelah atau selama dalam ikatan
perkawinan, atas persetujuan bersama dapat
mengajukan perjanjian perkawinan secara
tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat
perkawinan atau notaris yang isinya dapat
berlaku juga terhadap pihak ketiga
sepanjang pihak ketiga tersangkut.
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Putusan Mahkamah Konstitusi
yang terkait dengan Pasal 29 ayat (3) UU
Perkawinan ~ yang  mengatur  mulai
berlakunya perjanjian perkawinan dapat
mulai berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan atau dapat pula
keberlakuannya itu ditentukan oleh para
pihak dalam perjanjian kawin yang dibuat
oleh pasangan suami isteri tersebut.
Sementara Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan
mengatur bahwa perjanjian kawin mulai
berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
Selanjutnya yang terkait dengan Pasal 29
ayat (4) UU Perkawinan, dalam putusan
Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa
selama perkawinan berlangsung, perjanjian
perkawinan  dapat = mengenai harta
perkawinan atau perjanjian lainnya, dapat
dirubah atau dicabut berdasar atas kata
sepakat sepanjang tidak merugikan pihak
lain.

Ketentuan  Mahkamah  Konstitusi
tersebut  memberikan peluang kepada
pasangan suami isteri untuk melakukan
perubahan ataupun mencabut perjanjian
perkawinan, kendati tidak boleh merugikan
pihak ketiga. Hal ini jika dicermati maka
kepastian  hukum adanya perjanjian
perkawinan menjadi tidak ada kepastian
hukumnya, karena kapan saja para pihak
(suami/ isteri) dapat merubahnya atau
mencabutnya.

Implementasi Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015
Akibat hukum perjanjian
perkawinan yang dibuat setelah
berlangsungnya perkawinan tentunya akan
berbeda akibat hukumnya jika perjanjian
perkawinan  tersebut dibuat  sebelum
perkawinan dilangsungkan. Secara
sederhana  akibat  hukum  perjanjian
perkawinan sebelum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015, WNI
yang melangsungkan perkawinan campuran
dan tidak membuat perjanjian perkawinan,
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maka WNI tersebut tidak dapat memiliki
benda tidak bergerak dengan hak milik atau
hak guna bangunan. Sebaliknya jika WNI
yang melangsungkan perkawinan campuran
tersebut membuat perjanjian perkawinan
sebelum atau sesaat perkawinan
dilangsungkan, maka WNI tersebut dapat
memiliki hak milik atau hak guna bangunan,
karena tidak terjadi percampuran harta
dalam perkawinan. Selanjutnya
implementasi perjanjian perkawinan setelah
Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor
69/PUU-XI11/2015, yang  menentukan
dibolehkannya membuat perjanjian
perkawinan  setelah  dilangsungkannya
perkawinan atau sepanjang perkawinan,
maka terpisahnya harta dapat terjadi pada
saat perjanjian perkawinan itu dibuat dan
menjadi milik masing-masing atau pada saat
perkawinan  dilangsungkan (dibolehkan
sesuai  kehendak suami isteri yang
dituangkan dalam perjanjian perkawinan).
Sehingga WNI pelaku perkawinan campuran
dapat memiliki hak milik atau hak guna
bangunan atas tanah. Akan tetapi jika dikaji
lebih mendalam tidak sesederhana itu. Oleh
karena itu perlu pemahaman lebih mendalam
atas terpisahnya harta pada saat perjanjian
perkawinan itu dibuat, setelah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XI11/2015; hal ini tergantung dari pasangan
suami  isteri, yaitu jika  perjanjian
perkawinan itu ditentukan berlakunya
setelah dibuatnya perjanjian perkawinan,
maka disini akan terdapat dua jenis harta,
yaitu harta bersama sampai dibuatnya
perjanjian perkawinan, dan harta terpisah
setelah dibuatnya perjanjian perkawinan.
Dua jenis harta tersebut akan sulit
untuk membedakannya seperti misalnya
kasus lke, pemohon judicial review karena
kehidupan rumah tangganya sekarang
terdapat ada dua jenis harta, sebagian
merupakan harta bersama sebagian lagi harta
terpisah. Bagaimana Kkalau perkawinan
mereka putus, baik karena perceraian
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ataupun karena kematian. Jika terjadi
perceraian para pihak dapat membaginya
sesuai kedudukan harta tersebut, kalau harta
tersebut merupakan harta terpisah setelah
dibuatnya perjanjian perkawinan setelah
berlangsungnya perkawinan maka harta
tersebut akan menjadi milik masing-masing
pihak. Akan tetapi kalau harta tersebut
merupakan harta bersama, maka harta
bersama tersebut dibagi antara para pihak
suami isteri. Hal ini suami isteri tersebut
terlebih dahulu menyepati yang menjadi
harta bersama sebelum dibuatnya perjanjian
perkawinan.

Akan berbeda kalau perceraian mereka
putus karena suatu kematian, maka
pembagiannya juga dibedakan antara harta
bersama dan harta yang terpisah. Harta
bersama dibagi dua, yaitu untuk yang masih
hidup dan untuk yang meninggal yang
merupakan harta waris, sedangkan harta
yang terpisah akan menjadi harta waris,
sehingga bagian harta bersama yang
meninggal dan harta harta terpisah si yang
meninggal akan dijadikan satu menjadi harta
waris. Pembagian harta waris ini tidak
menutup  kemungkinan dari  pasangan
perkawinan campuran tersebut melahirkan
keturunan yang belum menjadi WNI.
Meskipun dalam pembagian waris dilakukan
menurut hukum si pewaris. Jika harta waris
merupakan benda tidak bergerak, sementara
ahli warisnya ada yang WNA, maka dari
hasil penelitian benda tidak bergerak
tersebut tidak boleh langsung dibagi dalam
wujud benda tidak bergerak, akan tetapi
harus dijual lebih dahulu, kemudian dibagi
dalam bentuk uang (responden advokat).

Oleh karena itu Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor  69/PUU-XI11/2015
Tentang Perjanjian Perkawinan ini perlu
pelaksanaan yang sangat hati-hati dan
bijaksana, serta menurut Sari Murti (2017)
disyaratkan bahwa pelaksanaan pembuatan
perjanjian perkawinan harus dilakukan
dengan itikat baik. Meskipun putusan
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Mahkamah Konstitusi ini merupakan upaya
pembaharuan hukum yang memberikan
jaminan hak konstitusional bagi WNI yang
melakukan perkawinan campuran Yyang
terkait dengan pengaturan harta bendanya
dalam perkawinan.

Perlu dipahami pula bahwa lahirnya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-X111/2015 atas permohonan judicial
review bagi pasangan perkawinan campuran
yang pada saat  dilangsungkannya
perkawinan tidak membuat perjanjian
perkawinan. Sementara itu dalam Pasal 21
ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA
berdasarkan asas nasionalitas bahwa WNA
tidak dapat mempunyai hak milik dan HGB
atas tanah (benda tidak bergerak). Jadi
menurut hemat penulis Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor  69/PUU-XI11/2015
hendaknya dimaknai bahwa kebelakuannya
hanya untuk pasangan perkawinan campuran
yang pada saat  dilangsungkannya
perkawinan belum/ tidak dibuat perjanjian
perkawinan.

4. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XI111/2015 Tentang Perjanjian
Perkawinan memberikan penafsiran terhadap
Pasal 29 UU Perkawinan, vyaitu bahwa
pasangan suami isteri dimungkinkan dapat
mengatur ulang terhadap harta bendanya
sepanjang perkawinan, sehingga memberi
kelonggaran kepada pasangan suami isteri
untuk bisa mengatur hartanya dalam suatu
perjanjian perkawinan sepanjang
perkawinannya, sehingga terjadi perubahan
yang terkait dengan pembuatan perjanjian
perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat
mulai  berlaku sejak  dilangsungkannya
perkawinan atau dapat pula keberlakuannya
itu ditentukan oleh para pihak dalam
perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan
suami isteri tersebut. Mahkamah Konstitusi
memberi peluang kepada pasangan suami
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isteri untuk melakukan perubahan ataupun
mencabut perjanjian perkawinan, kendati tidak
boleh merugikan pihak ketiga

Akibat hukum perjanjian perkawinan
sebelum Putusan Mahkamah  Konstitusi
Nomor  69/PUU-XII1/2015, WNI yang
melangsungkan perkawinan campuran dan
tidak membuat perjanjian perkawinan, maka
WNI tersebut tidak dapat memiliki benda
tidak bergerak dengan hak milik atau hak guna
bangunan. Implementasi perjanjian
perkawinan setelah Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XI111/2015, yang
menentukan  di  bolehkannya  membuat
perjanjian perkawinan setelah
dilangsungkannya perkawinan atau sepanjang
perkawinan, maka terpisahnya harta dapat
terjadi pada saat perjanjian perkawinan itu
dibuat dan menjadi milik masing-masing atau
pada saat perkawinan dilangsungkan
(dibolehkan sesuai kehendak suami isteri yang
dituangkan dalam perjanjian perkawinan).
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